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Kota Palangka Raya
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22 Agustus 2025

1

Surat Keputusan Biay

(satu) berkas
a Perolehan Informasi Pemerintah Kota

Palangka Raya

1.

2.

Menindaklanjuti  Surat Komisi Informasi No 040 1/KI
Kalteng/V1/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tahun

2025 dan Nomor 067/K| Kalteng/VIII/2025 perihal pemberitahuan

perbaikan dan sanggah hasil penilaian Self Assesment Quisioner

(SAQ) E-Monev Tahun 2025

Terkait dengan hal diatas, maka dengan ini kami sampaikan draft
Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya selaku
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Kola Palangka Raya sebagai salah satu bukti dukung pengisian
Self Assesment Quisioner (SAQ) E-Monev Tahun 2025.

% 3. Demikian Nota Dinas disampakan mohon petunjuk lebih lanjut,
j terima kasih.
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PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5,5 Nomor 98 Palangka Raya Kode Pos 731
Telepon (0536) 3231496 - 3231422 - 3231478 Faksimili (0536) 32314986 - 32?1422

Email: setda@palangkaraya go id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.46/ /2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang
efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen
bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui
meja informasi dan website PPID;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Palangka Raya tentang penetapan Biaya Perolehan
Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka
Raya

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Dacrah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
. Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomorl3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
~ Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik




3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan

lentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 lentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7
Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran
Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1J;
Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor
188.45/273/2025 tentang Penunjukan Pejabal
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20?1
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Perolehan Informasi pada Pemerintah Kota

R iyanan Informasi Publik di Pemerintah Kota

Palangka Raya ﬂﬁ‘k ak dipungut biaya.




KEDUA

b,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan. Apabila dikemudian har terdekat kekeliruan

Untuk Permohi

man Informasi dalam bentuk digital

akan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail)

atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh

Pemohon.

. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak,

Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen
sccara mandiri di  lingkungan Badan Publik
didampingi tenaga pelayanan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau melalui
pengiriman jasa pos dan kurir dengan biaya
pengiriman dibebankan kepada Pemohon Informasi

Publik.

akan dirubah dan diperbaiiki sebagaimana mestinya.
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